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 This Community Service aims to determine the duties of the Village 
Consultative Body in the formation of village cooperatives. The Village 
Consultative Body is part of the village government that has the task and 
authority to supervise the implementation of village government. One of the 
new programs based on the order of the central government is the formation 
of the Red and White Village Cooperative. This study uses an empirical 
research type with a sociological approach method because to obtain data 
must come directly either through participant observation or semi-
structured interviews. The data used were observations during village 
deliberations in West Pamedawu, interviewing several Village Consultative 
Bodies there. In the formation of village cooperatives, the Village 
Consultative Body is tasked with holding village deliberations as the 
beginning of the formation of village cooperatives. In the village deliberation, 
there are several things discussed, including the name of the cooperative, 
type of business, village cooperative capital and also the flow of submission 
of the cooperative and in the preparation of the village cooperative 
management. The conclusion is that the Village Consultative Body still has an 
important role in the formation of village cooperatives because, in its 
formation, it must go through village deliberations where village 
deliberations are activities that are the responsibility of the BPD it self. 
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 Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui tugas Badan 
permusyawaratan desa dalam pemebntukan koperasi desa. Badan 
permusyawaratan desa adalah bagian pemerintahan desa yang memiliki 
tugas dan kewenangan dalam pengawas dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa. Salah satu program yang baru hadir berdasarkan 
perintah pemerintahan pusat adalah pembentukan koperasi desa merah 
putih. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode 
pendekatan sosiologis karena untuk mendapatkan data harus datang secara 
langsung baik melalui observasi partisipan dan wawancara semi terstruktur. 
Data yang digunakan observasi saat musyawarah desa di Pamedawu Barat, 
mewawancarai beberapa Badan Permusyawaratan desa yang ada disana. 
Dalam pembentukan koperasi desa Badan Permusyawaratan Desa bertugas 
mengadakan musyawarah desa sebagai awal pembentukan koperasi desa. 
Dalam musyawarah desa ada bebebrapa hal yang dibahas diantaranya mulai 
dari nama koperasi, jenis usaha, modal koperasi desa dan juga alur 
pengajuan koperasi tersebut serta dalam penyusunan pengurus koperasi 
desa. Kesimpulannya adalah Badan permusyawaratan desa tetap memiliki 
peran penting dalam pembentukan koperasi desa karena, dalam 
pembentukannya harus melalui musyawarah desa yang mana musyawarah 
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desa merupakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dari BPD itu sendiri. 
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PENDAHULUAN 

Desa menjadi pusat sentral pertama dalam pembangunan bangsa dan negara, 

karena desa merupakan bagian terkecil yang menjadi bagian urgent dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan. Sejak disahkannya undang-Undang desa nomor 6 tahun 

2014 tentang desa, desa menjadi pusat kajian diberbagai sisi. Dengan terwujudnya desa 

yang lebih baik dari tingkat yang paling bawah desa yang sangat tertinggal menjadi desa 

tertinggal, dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, dari desa berkembang menjadi 

desa maju, dari desa maju menjadi desa mandiri menjadi salah satu tolak ukur  

keberhasilan kemajuan bangsa. Untuk mendukung terwujudnya status tersebut dapat 

dinilai melalui IDM atau indeks desa membangun dengan tiga kategori yakni indeks 

ketahanan sosial (IKS), Indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan 

lingkungan (IKL). Dan hal itu berkesinambungan dari dasar dalam penyusunan 

kebijakan pembangunan, penggunaan dana desa dan koordinasi antara pemerintahan 

pusat, daerah juga desa. (Ramlan, 2021). 

Sejalan dengan terbenutuknya menteri koperasi & UKM, kolaborasi dengan 

menteri koordinator bidang pangan, menteri pertahanan dan menteri desa memiliki 

program kerja untuk membentuk koperasi merah putih.  Jadi koperasi merah putih ada 

gagasan yang digagas oleh menteri koperasi dan UKM  yang berbasis masyarakat desa 

dan kelurahan. Program ini bertujuan yakni untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan dan partisipasi bersama. 

Koperasi merah putih ini diharapkan menjadi walah masyarakat desa dan kelurahan 

dalam mengelola potensi ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan serta 

memperkuat swasemda pangan. (Riana Mayasari, 2022) 

Namun, disisi lain banyak desa yang telah membentuk koperasi desa melalui 

bumdesa yang modalnya tentu dari dana desa. Hal ini menjadi polemik baru di tingkat 

desa. Berdasarkan intruksi presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan 

pembentukan koperasi desa/keluragan merah putih dibahas bahwa tujuan pembentukan 

koperasi merah putih adalah upaya untuk mendorong kemandirian bangsa melalui 
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swasembada pangan berkelanjutan dan perwujudan asta cita menuju Indonesia emas 

2045. (Inpres No. 9 Tahun 2025). 

Desa dalam penyelenggaran pememrintahannya tidak hanya dibawah 

kepemimpinan kepada desa saja, tentunya ada BPD atau badan permusyawaratan desa 

yang memiliki tugas sebagai badan penyelenggara musyawarah desa, termasuk dalam 

hal perwujudan pembentukan koperasi merah putih. Dari kewenangan tersebut jelas 

BPD memiliki peran penting sebagai badan yang menyelenggaraakan rapat-rapat 

penting untuk membahas isu-isu desa dan mengambil keputusan yang relevan. 

Berkelanjutan kewenangan dalam pengawasan yakni mengawasi pelaksaan 

pemerintahan desa dan memastikan kinerja kepada desa sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Salah satu desa yang sudah dilevel desa maju yang ada di Pademawu Barat, 

kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan menjadi tempat pengabdian pertama 

yang telah didampingi dalam proses pembentukan kperasi merah putih. 

Berdasarkan hal tersebut sangat penting bagi kami sebagai penulis dalam 

mengabdikan diri menjadi bagian dalam pelaksaan pendampingan peran BPD dalam 

pembentukan koperasi merah putih, sehingga dalam analisis ini kami berfokus pada 

“Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam pembentukan koperasi merah putih 

Studi di Desa Pademawu Barat”. 

  

METODE  

Pengabdian ini penelitian menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian 

lapangan dengan metode pendekatan sosiologis dan penyajian data dengan penyajian 

data secara kualitatif. Sumber data terdiri dari sumber data primer yakni melakukan 

wawancara dan observasi langsung kepada BPD desa Pademawu Barat, data 

sekundernya berupa inpres, UU desa serta jurnal yang berkaitan dengan pembahasan 

dalam penelitian ini. 

Penelitian lapangan adalah metode penelitian yang mengedepankan fakta yang 

terjadi di masyarakat, misalkan setelah adanya Inpres tersebut dan kemudian di 

implementasikan oleh BPD dan masyarakat yang kemudian dibutuhkan data melalui 

wawancara agar mengetahui sejauh mana BPD dan masyarakat memahami dan 
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menindaklanjuti pembentukan koperasi merah putih tersebut. Pengumpulan data yang 

digunakan adalah dengan teknik wawancara semi terstruktur.  

Subyek penelitian terdiri dari BPD di desa yakni Pademawu Barat Kabupaten 

Pamekasan sebagai berikut :  

No Nama    Jabatan 

1. Adi Suparno   (Ketua BPD) 

2. Syamsir Noor Alamsyah (Wakil BPD) 

3. Samsul Hidayat  (Bendahara) 

4. Komarudin   (Anggota) 

5. Mohammad Fadil  (Anggota) 

6. Muhammad   (Anggota ) 

7. Umar Moyo   (Anggota ) 

8. Siti Hatijah   (Anggota ) 

9. Siti Nursiyamah  (Anggota) 

Pemilihan informan berdasarkan pada pertimbangan bahwa merek secara 

langsung ikut serta dan dapat memberikan informasi yang mendalam dan rinci kepada 

peneliti sehingga data penelitian akan lebih terstruktur dan sistematis. 

Selain wawancara, dalam pengumpulan data juga dilakukan observasi secara 

langsung terhadap bagaimana proses diadakan rapat penting dalam proses awal 

pembentukan koperasi merah putih pada pemerintahan desa di desa Pademawu Barat 

agar sesuai intruksi presiden nomor 9 tahun 2025. Setelah data terkumpul data akan 

dianalisis dengan teknik analisis data dari miles dan huberman yang meliputi reduksi 

data, display data, verifikasi data, analisis data dan penarikan kesimpulan dan kemudian 

akan dilakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pemerintahan Desa  

Pemerintahan desa adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berada di 

tingkat desa, yaitu unit pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan 

Indonesia. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelayanan publik dan 

pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat atau kegiatan mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan 
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dibantu oleh lembaga-lembaga desa lainnya, sesuai dengan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa terdiri dari: 

Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

(Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014) 

Fungsi Pemerintahan Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan, 

melaksanakan peraturan perundang-undangan di tingkat desa, melakukan pembangunan 

desa, merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk kemajuan, pembinaan 

kemasyarakatan, menjaga ketertiban, budaya lokal, dan nilai-nilai sosial, Pemberdayaan 

masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga melalui kegiatan ekonomi, sosial, 

dan pendidikan. (Ndraha, 2020). Struktur pemerintahan desa terdiri dari: 

1. Kepala Desa: Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipilih langsung 

oleh masyarakat. 

2. Perangkat Desa: Unsur staf pelaksana tugas pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan (misalnya sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala seksi). 

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Lembaga yang berfungsi menyampaikan 

aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja kepala desa. 

Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan 

masyarakat di tingkat paling bawah. Untuk mewujudkan desa yang mandiri, transparan, 

dan partisipatif, dibutuhkan sinergi antara kepala desa, perangkat desa, BPD, dan 

masyarakat. Evaluasi serta peningkatan kapasitas aparatur desa juga menjadi langkah 

strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village 

governance). 

 

B. Badan Permusyawaratan Desa 

Badan permusawaratan desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan 

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki fungsi penting 

dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan 

pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dalam pemahaman lain BPD diibaratkan 

badan legislatif desa yang salah satunya bertugas sebagai pengawas dalam 

penyelenggaran pemerintah, meskipun istilah yang digunakan bukanlah legislatif akan 

tetapi tugas dan kewenangan dari BPD hampir sama dengan badan legislatif. 
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Menteri Desa Yandri Susanto menyatakan bahwa salah satu fokus utama di 

tahun 2025 adalah memperketat pengawasan penggunaan dana desa. Ini diwujudkan 

melalui sinergi lintas kementerian termasuk Kejaksaan Agung melalui platform digital 

Jaga Desa, dan kolaborasi dengan PPATK untuk memantau pengelolaan dana dan 

mencegah penyalahgunaan, seperti penggunaan untuk judi daring.  

BPD dibentuk di setiap desa dan anggotanya dipilih dari dan oleh penduduk 

desa secara demokratis, biasanya melalui musyawarah atau pemilihan perwakilan. 

Dalam hal ini banyak desa dalam proses pemilihan perwakilan berdasarkan perwakilan 

setiap rukun tetangga dan rukun warga atau RT/RW sehingga, jumlah BPD dalam setiap 

desa juga berbeda-beda. Hal ini tidak menjadi tolak ukur sentral karena esensi yang 

diharapkan adalah terwujudnya demokrasi itu sendiri. Perwakilan itu tentunya 

disesuaikan dengan wilayah desanya. 

Pembentukan BPD itu sendiri secara atribusi melalui undang-undang desa 

nomor 3 tahun 2024 perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, 

kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan UU Desa serta dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 

Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Hal ini menjadi bukti konkret adanya BPD 

merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan desa yang sangat urgent sekali, 

tentunya sangat penting pula dalam hal mewujudkan asta cita menuju Indonesia emas 

2045. Berikut adalah fungsi dari BPD sebagai berikut: 

Aspek Penjabaran 

Pengawasan keuangan 
Melalui perintah teknis, platform Jaga Desa, dan Surat 

Edaran Kemendagri. 

Peningkatan kapasitas 
Bimbingan teknis rutin agar BPD memahami tugas 

sesuai Permendagri. 

Partisipasi & aspirasi 

publik 

Penyalur suara warga dalam penyusunan peraturan desa 

dan evaluasi program. 

 

Tugas dan fungsi dari BPD yakni membahas dan menyepakati Rancangan 

Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Tugas 

khusus BPD sebagai berikut: Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala 
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desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, melaksanakan musyawarah desa, 

menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara tertulis, dan 

menyusun peraturan tata tertib BPD. 

Keanggota BPD berasal dari wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan ditetapkan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, Jumlah 

anggota BPD disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa, 

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa 

jabatan berikutnya. 

Hubungan BPD dan Kepala Desa bersifat kemitraan, bukan atasan dan 

bawahan. Keduanya harus saling bekerja sama untuk membangun desa dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembentukan koperasi merah putih 

tugas dari badan permusyawaratan desa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak 

Adi Suparno adalah sebagai berikut:  

“Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih diawali dengan Musyawarah 

Desa untuk menentukan model pembentukan koperasi mulai dari Pendirian, 

Pengembangan atau Revitalisasi. Yang hadir itu memang salah satunya adalah BPD itu 

kan anggaplah semacam DPR nya desa ya, yang mana kalau tugasnya ya salah satunya 

mengadakan rapat, aspirasi dan pengawas kewenangan dari kepala desa. Nah, kalau 

dalam pembentukan koperasi merah putih disini ya tugas utamanya tetap sama menjadi 

pengawas juga. Maksud pengawas ya mengawasi jalan awal sampai terlaksananya 

pembentukan koperasi tersebut”. (Wawancara dengan Bapak Adi) 

Dapat kita ketahui bahwa meskipun koperasi merah putih merupakan 

intruksi presiden yang secara mendadak mengharuskan setiap desa membentuk koperasi 

tersebut, hal ini juga merupakan tugas tambahan bagi BPD dalam lingkup sebagai 

pengawas. Dalam UU desa makna pengawasan disini adalah BPD harus memastikan 

jalannya pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Gambar 1. Musdes Pembentukan Koperasi Merah Putih  

Berlanjut wawancara kepada bapak Adi tentang bagaimana makna dari 

pengawas adalah “makna pengawas yang dimaksud adalah BPD bertugas mengawasi 

mulai dari program apa yang akan dilaksanakan, pelaksaan program, pengelolaan 

anggaran juga dan tentunya tentang pelayanan kepada masyarakat. Intinya BPD 

bertugas memastikan transparansi, akuntabel dan pemerintahan desa berjalan dengan 

baik”. (wawancara dengan Bapak Adi) 

Artinya BPD merupakan bagian penting sebagai pengawas pemerintahan 

desa karena harus mengetahui program kerja yang akan dilaksanakan, proses 

implementasi programnya sampai dititik efektivitas dari program yang dijalankan 

sehingga, kewenangannya harus memastikan adanya transparansi, akuntabel dan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat (good governance) serta mencegah dan mampu 

mengatasi masalah yang ada dalam pemerintahan desa. 

Berlanjut wawancara dengan Bapak Samsul tentang modal dari koperasi 

merah putih sebagai berikut “kalau mengacu pada arahan pusat, modal dari koperasi 

merah putih ini berawal dari pinjaman dulu yang bisa diajukan ke Bank Himbara, Bank 

Himbara itu contohnya ya seperti BRI, itu arahan dari pusat”. (wawancara dengan 

Bapak Samsul) 

Dapat kita pahami bahwa modal dalam koperasi merah putih tidak 

diambilkan dari dana desa, akan tetapi arahan dari pemerintah pusat bahwa modalnya 

harus diajukan pinjaman kepada Bank Himbara, akan tetapi terkait mekanisme 

mengajukan pinjamannya belum ada syarat dan ketentuan lebih lanjut. 
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Begitupun kami melakukan wawancara dengan anggota BPD bapak Fadil 

tentang sejuah mana yang sudah dilakukan dalam musdes sebagai berikut: “ya tadi kita 

musyawarah desa membahas tentang pembentukan koperasi merah puti, tapi masih 

hanya sekedar membahas tentang nama koperasi, jenis usaha yang mau dipilih dan 

tentunya tentang modalnya. Karena ini yang paling penting. Sebenarnya kami hanya 

membantu melaksanakan perintah dari pusat ya dan sudah ada arahannya sendiri jadi 

kami sebagai BPD ya tinggal menyelenggarakan musdes itu saja”. (Wawancara dengan 

Bapak Fadil). 

Jadi langkah pendampingan yang sudah dilakukan oleh BPD melalui 

musyawarah desa adalah menentuan nama koperasi desanya yang harus sesuai dengan 

contoh, kemudian tentang jenis usaha yang dipilih dan tentang modal yang mana sudah 

dinyatakan oleh bapak Samsul bahwa pinjaman yang diajukan ke Bank Himbara. 

Berikut adalah tabel SE yang sudah dijabarkan saat musdes: 

Tabel I. Ini tentang isi anggaran dasar koperasi merah putih. 

Begitupun dengan penjabaran jenis usaha yang dapat dipilih sebagai berikut: 
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Tabel II. Jenis usaha yang dapat dipilih berdasarkan SE Menteri 

Tabel III. Jenis usaha slide 2 

Dari data tersebut dapat kita analisa bahwa BPD sebagai penyelenggara musdes 

dengan ketentuan hal-hal yang harus ditentukan terkait modal dan juga jenis usaha serta 

nama koperasi merah putih di Pademawu Barat. 

Proses pembentukan koperasi di Indonesia telah diatur secara resmi dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta diperkuat oleh 

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Berikut ini penjelasan langkah-langkah proses 

pembentukan koperasi secara sistematis dan sesuai pedoman hukum: pertama, 

menentukan jumlah pendiri, Mengadakan rapat pendirian koperasi. Membahas nama 

koperasi, jenis koperasi (konsumen, simpan pinjam, produsen, jasa, dan sebagainya. 

anggaran dasar, dan susunan pengurus serta pengawas. Dalam musdes yang dilakukan 

kemaren maka tujuan pokoknya sudah selesai dengan bukti adanya laporan dari desa 

yang dilaporkan kepada pusat. 

Anggaran Dasar memuat hal-hal penting, seperti: Nama dan tempat kedudukan 

koperasi, tujuan dan jenis usaha, ketentuan keanggotaan, modal koperasi, tugas 

pengurus dan pengawas,  dan ketentuan rapat anggota tahunan (RAT). 

Setelah bersepakat nama koperasi tersebut, jenis usaha dan modal yang akan 

digunakan, langkah selanjutnya adalah BPD  menjadi pengawas pada proses pengajuan 

pendirian koperasi kepada notaris yang mana hal ini sesuai arahan dari surat edaran 

Nomor 1 Tahun 2025 tentang pembentukan koperasi merah putih. Hal urgent lainnya 

adalah pengurus dari koperasi merah putih tersebut. 
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Sebagaimana arahan dari pusat menurut pak Adi bahwa “ dalam kepengurusan 

kopdes ini tentunya melibatkan kepala desa yang nantinya sebagai ex office atau 

pengawasnya. Nah dalam pemilihan pengurusnya itu dari pusat sudah diarahkan tidak 

boleh memiliki hubungan semenda dan harus sesuai undang-undang. Dan harus 

transparan, prosefional dan akuntabel. Jadi disini ya sesuai aturan dibuka secara 

terbuka siapa nanti yang jadi pengurusnya”. (Wawancara dengan Bapak Adi). 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut artinya pememrintah pusat sudah 

memberikan peringatan bahwa dengan adanya kopdes ini harus dilakukan oleh orang 

yang professional, informasinya harus transparan dan wajib akuntabel. Sehingga dalam 

pemilihan pengurus maupun pengawas dalam kopdes ini terbuka untuk siapa saja. 

Artinya hal ini menjadi bukti bahwa desa Pademawu Barat menepis persepsi bahwa 

yang menjadi pengelola atau pengurus dari kalangan keluarga pemerintahan desa. 

Gambar 2. Waktu pemilihan pengurus dan pengawas kopdes. 

Sebagaimana hasil wawancara dan juga surat edaran yang menjadi rujukan BPD 

dalam menjalankan musyawarah desa dalam pendampingan pembentuka koperasi 

merah putih di Pademawu Barat sudah selesai dan sesuai dengan aturan pusat. Hal ini 

menjadi penting karena setelah perintah itu turun ke bawah maka harus segera 

dilaksanakan dan setelah musyawarah des aini BPD tetap mengawal sampai surat 

notaris keluar dan NPWP koperasi telah terbit. Setelah musdes ini Langkah selanjutnya 

adalah pembuatan logo serta menunggu dana sebagai modal kopdes itu dapat digunakan 

dan dijalankan. Apabila ditengah-tengah berjalannya koperasi tersebut BPD masih tetap 

memiliki tanggaung jawab sebagai pengawas dari beroperasinya kopdes karena kopdes 

merupakan salah satu program desa. 
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KESIMPULAN 

Kesimpulannya bahwa BPD atau badan permusyawaratan desa memiliki tugas 

dalam pendampingan pembentukan koperasi desa merah putih karena, kopdes 

merupakan salah satu program kerja desa yang harus terus diawasi. Dalam prosses 

pembentukannya sendiri BPD memiliki tugas mulai dari mengadakan musyawarah desa.  

Musyawarah desa yang dimaksud adalah dengan tujuan khusus untuk membahas 

tentang pembentukan koperasi desa merah putih mulai dari nama koperasi yang akan 

disepakati, jenis usaha apa saja yang akan dipilih, serta dana yang akan digunakan 

dalam modal serta pendampingan sampai pengajuan ke notaris. 

Selain itu, BPD juga harus mendampingi atau bertugas sebagai pengawas dalam 

pembentukan pengurus koperasi merah putih. Berdasarkan arahan dalam surat edaran 

yang menjadi pengawas kopdes adlaha kepala desa. Kemudian yang menjadi pengurus 

tidak boleh seseorang yang masih keluarga semenda dan ditekankan bahwa pengurus 

kopdes harus mampu melaksanakan tugas secara transparan, professional serta 

akuntabel. 

Pembentukan koperasi merah putih memang harus segera terealisasi karena 

sudah diperintahkan memalui turunnya surat edaran nomor 1 Tahun 2025 yang 

membahas tentang tata cara pembentukan koperasi desa merah putih. 
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